BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan
petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau
tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa
pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak
pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat
yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenali
pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya
pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur
kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.®

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana
adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum
yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-

undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.**

3 Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia,
Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hal 11

4 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Liberty, Yogyakarta, 1987.
Hal 75
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Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34
memberikan definisi pertanggungjawaban pidana  sebagai berikut:
Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada
pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat
untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu
baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap
orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk
dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana
lahir dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan
yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada
pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana
karena perbuatannya.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee
terdapat padanan katanya, yaitu aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar.*®
Orangnya yang aansprakelijk atau verantwoordelijk, sedangkan toerekenbaar
bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa
pengarang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar. Pompee keberatan atas
pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang

toerekeningsvatbaar.

> Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.131
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Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai
salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai
alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem
pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan
yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita

menyatakan sebagai berikut :
“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi
falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20,
Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, telah
mengemukakan pendapatnya I .... Use the simple word “liability”” for the situation
whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*®

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability
tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum
secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan
perkembangan  konsepsi  liability.  Teori  pertama, menurut Pound, bahwa
liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan
diterima pelaku dari seseorang yang telah *“dirugikan”. Sejalan dengan semakin
efektifnya  perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan
suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai

* Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta,
1989, hal 79
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suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi”” bergeser kedudukannya, semula
sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti
rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan
dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang
bersangkutan.’

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak
sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak
pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum.

2. Pelanggaran pidana.

3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.*®

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau
yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka
orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.*®

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian
perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-
undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons,

peristiva pidana  adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan

" bid., hal. 38.

18 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
1983, hal. 32.

9 R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus,
Politeia, Bogor, 1991, hal. 11.
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kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang
dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate.?
Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana
adalah membicarakan tiga hal, yaitu :
1. Perbuatan yang dilarang.
Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang
dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam Titel
XXI Buku 1l KUH Pidana.
2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang.
Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu :
setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas
perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.
3. Pidana yang diancamkan.
Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang
dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik
hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.*
Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan “Straafbaarfeit”
yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana

(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya

0 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62.
2! pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44.
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dimaksud dengan perkataan “Straafbaarfeit”.?

Perkataan “feit” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari
suatu kenyataan” atau “een gedeele van werkwlijkheid” sedang “straaf baar” berarti
“dapat di hukum” hingga cara harafia perkataan “straafbaarfeit” itu dapat
diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum” oleh
karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia
sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.?

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undang-
undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah
dimaksud dengan perkataan “straafbaarfeit” sehingga timbullah doktrin tentang apa
yang dimaksud dengan “straafbaarfeit”

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang
“straafbaarfeit” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak
didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan
oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang
terdapat didalamnya.?*

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “straafbaarfeit” sebagai
suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.?

Menurut Pompe straafbaarfeit dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran

22 |bid., hal. 45.

% |bid., hal. 46.

?* Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

% EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta,
hal. 102
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norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja
telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku
tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan
umum. %

Simons memberi defenisi “straafbaarfeit” adalah sebagai suatu tindakan
melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja
oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh
Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum.

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai
sebagai pengganti perkataan straafbaarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda.

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana.
Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan
jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara
kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara
para sarjana. Menurut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada
dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang
dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang
di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa

merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu

%8 1bid., hal. 103.
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sebab.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana
Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan
hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi
syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau
bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas
perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat
dipertanggung jawabkan” , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla
poena sine culpa)?’

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung
jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab.
Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu
untuk di pertanggung jawabkan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan
tentang pertanggung jawaban pidana. Akan tetapi dalam literatur hukum pidana
Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana yaitu :

1. Simons®
Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu
keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya

" 1bid., hal. 105.
28 1bid., him. 103.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons
menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab.
2. Van Hamel?

Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu

keadaan normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan

pada diri perilaku.
3. Van Bemmelen®

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan

ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.
Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua)

unsur yaitu ;3
a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang
menyebabkan pidana.

2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau
membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum
itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu

melakukan perbuatan.

*1bid., hal. 104.

% bid., hal. 105.

31 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999,
hal. 71.
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4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum

tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran

harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo

suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan

tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :

1) Harus ada perbuatan manusia.

2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

3) Terbukti adanya doda pada orang yang berbuat.

4) Perbuatan untuk melawan hukum.

5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak

pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu : >

1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan).

2) Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).

3) Melawan hukum (enrechalige).

%2 Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya
Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.
% EY. Kanter dan SR. Sianturi, Op.Cit, hal. 121.
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4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verbandstaand). Oleh orang yang
mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar person).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari strafbaarfeit yaitu :>*

1) Perbuatan orang.

2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari strafbaarfeit yaitu :

1) Orang yang mampu bertanggung jawab.

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa), perbuatan harus dilakukan dengan
kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana
perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka
haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :
1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
2) Mampu bertanggung jawab.
3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
4) Tidak ada alasan pemaaf.*®

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan
dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:
a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
b. Mampu bertanggung jawab;

* 1bid., hal. 122.
% 1bid., hal. 123.
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c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-
hati;

d. Tidak adanya alasan pemaaf.*

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah
perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam
hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan
tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa
perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan
pidana yang dilakukannya dalam hal :

1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat
melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan
kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan
bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain
yang telah terdaftar.

% Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung,
1982, hal. 44.
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2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi
geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.
ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang
hati-hati
Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk
dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana
yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas
diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.
ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf
Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus

kesalahan dari terdakwa.

B. Keadaan-Keadaan Yang Dapat Melepaskan Pertanggung Jawaban Pidana
Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat
dalam Buku | Bab Il Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangkan atau
memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan
penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.
Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-

alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak
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dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri
orang itu, dan

b. Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar
orang itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan
hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus
pidana, yaitu :

a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap
delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.

b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-
delik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang
melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak
menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang
masih ada hubungan darah).

IImu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap
alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya
perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penmghapusan pidana dapat menyangkut
perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2(dua) jenis alasan penghapus pidana ,
yaitu :

a. alasan pembenar, dan
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b. alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan.

ad.a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan,
meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.
Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada
pemidanaan.

ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak
dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan ,
meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.
Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak

dipidana.

C. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Membawa Narkotika
Golongan | Tanpa Hak

Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (criminal
liability) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan
pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan.
Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh, menyangkut pengenaan pidana
karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana.

Pendapat di atas mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu
menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas
secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada

atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada prakteknya
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tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan
hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini,
pertanggungjawaban pidana (criminal liability) sesungguhnya tidak hanya
menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai
moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok
dalam masyarakat.

Suatu hal yang perlu dipahami dalam kaitannya dengan Pertanggung Jawaban
Pidana Pelaku Yang Membawa Narkotika Golongan | Tanpa Hak adalah unsur
adanya kesalahan yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang No0.35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau “asas tiada
pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld atau
no punishment without guilt) atau disebut juga sebaga asas mens rea atau asas
culpabilitas. Dalam Pasal 35 ayat (1) RUU KUH Pidana 2004, asas ini merupakan
asas yang fundamental yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit di dalam
konsep sebagai pasangan dari asas legalitas.

Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan
monodualistik (monisme dan dualisme). Sehingga dengan adanya pasal yang
menegaskan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” ini atau asas culpabilitas diimbangi
pula dengan adanya ketentuan tentang dalam berbagai perundang-undangan yang

menganut asas strict liability dan vicarious liability.
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Kesalahan (schuld) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan
kelalaian. Kesengajaan (dolus) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku
berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang
karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku itu
sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian
atau kealpaan (culpa). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan
kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan
sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana.

Sifat pertama dari kesengajaan adalah dolus malus, yakni dalam hal seseorang
melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya
tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam
dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu
(kleurloos begrip), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu
cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang
erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia
menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh

undang-undang.
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